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Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi atau mencabut 
banyak undang-undang. konsep ini berkembang di negara common law dengan 
sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. 
Persepsi terhadap omnibus law memiliki banyak interpretasi dari berbagai 
kalangan, baik itu dari ormas, mahasiswa ataupun dari berbagai kaum intelektual 
lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi 
HMI cabang Pekanbaru terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori S-O-R yang dikemukakan oleh 
Houland, et. al. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 
para informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi HMI cabang 
pekanbaru berawal dari stimulus yang diterima oleh HMI cabang Pekanbaru 
ketika Presiden dalam pidato pelantikannya yang mewacanakan pembentukan 
RUU Cipta Kerja dengan metode omnibus law, yang kemudian menggema di 
publik dan menjadi perdebatan karena terminologi omnibus law tidak banyak 
dikenal oleh masyarakat Indonesi. HMI cabang Pekanbaru melakukan konsolidasi 
akbar dan mengadakan rapat harian dan kemudian mengambil sikap yang menjadi 
respon HMI cabang Pekanbaru. Respon HMI cabang Pekanbaru adalah 
melakukan demonstrasi penolakan dan pembentukan panitia kerja untuk 
membahas naskah RUU Cipta Kerja.  





Name :  Heru Defitra 
Majors :  Communication Science 
Title :  Persepsi Himpunan Mahasiswa Islam cabang Pekanbaru 
Terhadap Pengesahan RUU Cipta Kerja 
Omnibus law is a law whose substance is to revise or revoke many laws. This 
concept developed in common law countries with Anglo Saxon legal system such 
as the United States, Belgium, England anda Canada. Perceptions of omnibus law 
have many interpretations from various groups, be it from mass organizations, 
students or from various groups, be it from mass organizations, students or from 
various other intellectuals, The purpose of this study is to know how the 
Pekanbaru branch of HMI perceived the ratificatiob of the Job Creation Bill. The 
theory used in this study is the S-O-R theory proposed by Houland, et. Al. this 
study uses a qualitative research method. Data is collected from observation and 
in-depth interviews with informants. The result of this study indicate that the 
perception of the Pekanbaru branch of HMI started from the stimulus received by 
the Pekanbaru branch of HMI when the President in his inauguration speech 
discussed the formation of the Job Creation Nill using the omnibus law method, 
which then echoed in the public and became a heated debate. This is because the 
term omnibus law is not widely known by the Indonesian society. The Pekanbaru 
branch of HMI carried out a grand consolidation and held daily meetings to 
respond this issue. The response of the Pekanbaru branch of HMI was to hold a 
demonstration of rejection. It also dormed a work committee to discuss the draft 
of the Job Creation Bill. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya sebagai presiden 
Indonesia untuk periode kedua tahun 2019 menyampaikan akan ada lima hal 
yang akan dikerjakannya selama lima tahun masa jabatannya. Salah satunya 
yakni menyederhakan segala bentuk masalah regulasi. Melalui pidatonya, 
presiden Jokowi menyampaikan jika ada dua Omnibus law yang akan 
disiapkan. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan 
UMKM. Presiden jokowi mengatakan pemerintah mengajak DPR untuk 
merealisasikan dua Undang-Undng besar. Ada dua Undang-Undang yang 
disiapkan. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan 
UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menajdi Omnibus law.  
1
 
RUU Cipta Kerja Omnibus law telah disahkan oleh DPR RI sebagai 
peraturan baru yang memiliki kekuatan menaungi peraturan undang-undang 
lainnya. Melalui UU ini pemerintah dinilai banyak berpihak kepada 
pengusaha atau para investor. Diindikasi pasal-pasal yang ada di UU ini 
membuat masyarakat terutama kaum buruh tertindas. Aksi penolakan muncul 
dihampir seluruh daerah di Indonesia. Demonstrasi terjadi pada tanggal 8 
Oktober 2020 di depan gedung DPRD. Massa aksi didominasi oleh 
mahasiswa dari Organisasi kemasyarakatan Pemuda (OKP) yaitu HMI, PMII, 
GMNI, dan IMM. 
Perdebatan mengenai Omnibus law sebagai sarana utama untuk 
penataan regulasi, mengemuka ketika metode Omnibus law yang sebelumnya 
tidak banyak dikenal di Indonesianegara dengan hukum Eropa Kontinental, 
menjadi digunakan dengan penyusunan Rancangan undang-Undang (RUU) 
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yang menjadi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020. Kebijakan 
reformasi regulasi melalui implementasi Omnibus law di Indonesia, tentu 
bukan sebuah hal yang gegabah dilakukan pemerintah. Banyak pertimbangan 
yang dilakukan oleh pemerintah mengapa memilih metode Omnibus law 
dalam melakukan reformasi regulasi mendesak untuk dilakukan. DPR pada 
rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 
menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang 
Prioritas Tahun 2020 (Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020), salah satunya 
Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan 
Kerja) yang bersifat omnibus law. Rencana untuk menertibkan RUU Cipta 
Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (legal policy) menjadi perhatian publik, 
karena omnibus law belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, ada 
resentralisasi kewenangan di pemerintah pusat, berpengaruh pada hak tenaga 
kerja, serta keberpihakan pada investor. Salah satu penyebab keengganan 
investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah sulitnya berusaha di 
Indonesia,  sulitnya berinvestasi di Indonesia berimplikasi pada rendahnya 
daya saing indonesia dibandingkan negara tetangga.
2
 
Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi 
dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di 
negara-negara common law dengan sistem hukum anglo saxon seperti 
Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep omnibus law 
menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan 
yang terlalu banyak (over regulasi) dan tumpang tindih (overlapping). Bila 
permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan 
waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses 
perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali 
menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.
3
 
Omnibus law merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk 
mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-
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undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum 
besar dan holistik. Omnibus law adalah langkah menerbitkan satu UU yang 
bisa memperbaiki sekian banyak UU yang selama ini dianggap tumpang 
tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha. Dengan diterbitkannya 
satu Undang-Undang untuk memperbaiki sekian banyak Undang-Undang 
diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab 
dengan banyaknya Undang-Undang tidak bisa dilakukan percepatan-
percepatan karena banyaknya Undang-Undang masih mengatur dan bisa 
saling bertentangan. konsep Omnibus law ini merupakan sebuah aturan yang 
dibuat untuk memangkas beberapa aturan yang dianggap tumpang tindih dan 
menghambat pertumbuhan negara yang juga sekaligus untuk menyinkronkan 
beberapa aspek menjadi produk hukum yang besar. 
Dalam proses perancangannya, banyak sekali opini masyarakat yang 
tidak menyetujuinya. Masyarakat menilai terdapat beberapa pasal yang 
bermasalah dan menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah pemotongan 
pesangon pada buruh yang di PHK oleh perusahaanya. Penolakan Masyarakat 
terhadap UU Omnibus law ini terus memanas.  Walaupun pemerintah 
mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan Roadshow di beberapa kota di 
Indonesia guna menyerap aspirasi masyarakat. 
4
 
Pada kondisi pandemi sekarang ini seluruh dunia sedang bekerja keras 
melawan virus Covid 19 yang banyak menelan korban jiwa serta 
kemerosokan ekonomi akibat kebiakan lockdown yang diterapkan diberbagai 
wilayah. Namun Indonesia secara mengejutkan mengesahkan RUU Omnibus 
law secara mendadak. Hal ini membuat masyarakat di seluruh inddonesia 
melakukan penolakan atas kebijakan pengesahan tersebut. Fenomena sosial 
ini menciptakan keributan, kericuhan dan juga terjadi kekerasan. Beberapa 
aksi demo disertai tindakan anarjs massa yang berhhadapan dengan aparat 
negara. Kebijakan yang dibentuk pemerintah berkaitan dengan RUU 
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Omnibus law direspon pro dan kontra oleh masyarakat. Pihak yang kontra 
adalah masyarakat yang merasa dirugikan dengan kehadiran peraturan 
tersebut, sehingga mereka tergabung dan melakukan tindakan berupa aksi 




Produk hukum dinilai penuh kontoversi karena dirasa masyarakat 
sangan cepat disahkan dan kurangnya perlibatan publik. Sudah sepatutnya 
publik mencurigai produk hukum seperti ini karena dikhawatirkan memiliki 
masalah secara prosedural dan substansial. Bagaimana tidak, RUU ini hanya 
dibahas sebanyak 64 rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020 pada masa 
pandemic Covid 10. Proses sangat kilat, tidak transparan dan partisipatif 
menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan dalam menggambarkan proses 
pembentukan UU Cipta Kerja. Proses legislasi dilakukan secara tergesa, dan 
abai untuk menghadirkan ruang demokrasi. 
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Persepsi menurut Desiderato adalah pengalaman tentang objek, 
peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada 
stimuli indrawi (sensory stimuli). 
7
    
Persepsi terhadap Omnibus law memiliki banyak Intrepretasi dari 
berbagai kalangan, baik itu dari ormas, mahasiswa ataupun dari berbagai 
kaum intelektual lainnya. Baik itu ada yang menolak maupun ada yang 
menyetujui RUU itu disahkan. Sebagaimana paradigma Himpunan 
Mahasiswa Islam cabang Pekanbaru terhadap pengesahan Undang Undang 
RUU Cipta Kerja memiliki kontradiktif terhadap pengesahan Undang-
Undang tersebut. Sebagaimana pernyataan ketua Himpunan Mahasiswa Islam 
cabang Pekanbaru yang penulis kutip di media Riau Online menyatakan “kita 
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Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti tentang 
“Persepsi Himpunan Mahasiswa Islam cabang Pekanbaru Terhadap 
Pengesahan RUU Cipta  Kerja”. 
 
 
B. Penegasan Istilah 
Adapun penegasan istilah disini guna untuk menjelaskan sesuai 
dengan istilah yang ada dalam judul, adapun penegasan istilah dapat penulis 
jelaskan sebagai berikut: 
1. Persepsi 
Persepsi merupakan proses dimana individu memilih, 




2. Himpunan Mahasiswa Islam  
Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI adalah organisasi 
mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 februari 1947 
dengan tujuan yaitu “Terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi, yang 
bernafaskan islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat 
adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
10
 
3. RUU Cipta Kerja 
DPR pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 
2019-2020 menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-
Undang Prioritas Tahun 2020 (Proglenas RUU Prioritas Tahun 2020), 
salah satunya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU 
Cipta Lapangan Kerja) yang bersifat omnibus law. Nomenklatur RUU 
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9
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10
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Cipta Lapangan Kerja kemudian berubah menjadi RUU Cipta Kerja. RUU 
Cipta Kerja sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR pada 12 
Februari 2020, melalui Surat Presiden No. R-06/Pres/02/2020 tertanggal 7 





C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas untuk memperoleh hasil penelitian yang 
tepat sesuai focus masalah yang telah direncanakan, maka penulis membuat 
rumusan masalah yang merupakan pokok-pokok pikiran secara jelas yaitu 
bagaimana persepsi Himpunan Mahasiswa Islam cabang Pekanbaru terhadap 
pengesahan RUU Cipta kerja? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
persepsi Himpunan Mahasiswa cabang Pekanbaru terhadap pengesahan 
RUU Cipta kerja. 
2. Kegunaan  
Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:  
1. Kegunaan teoritis 
Kegunaan teoritis diharapkan hasil penelitian sebagai bahan 
untuk menggali tambahan pengetahuan penulis tentang masalah-
masalah dan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan 
bacaan atau sumbangan ilmu dan pemikiran untuk menambah 
pengetahuan, wawasan atau bahan pertimbangan dalam menghadapi 
masalah yang sama. 
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2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu meberikan wawasan baru 
khususnya bagi peneliti maupun dari kalangan lainnya baik itu 
organisasi masyarakat, organisasi kampus, ataupun pihak lainnya 
tentang bagaimana persepsi terhadap RUU Cipta Kerja. 
 
E. Sistematika penulisan 
Agar penelitian ini terarah, maka perlu ditentukan sistematika 
penulisan, pengamatan, pelaporan dan analisi serta kesimpulan hasil 
penelitian. Berikut dipaparkan sistematika penulisan penelitian: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini berisikan Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian. 
BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
  Bab ini berisikan tentang, Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan 
Kerangka Pikir 
BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 
  Bab ini berisikan tentang, Jenis Dan Pendekatan Penelitian, 
Lokasi dan Waktu, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik 
Pengumpulan Data, Validitas Data, Taknik Analisa Data. 
BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Bab ini berisikan gambaran umum Himpunan Mahasiswa Islam 
cabang Pekanbaru. 
BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Berisikan hasil penelitian dan pembahasan Tentang “Persepsi 
Himpunan Mahasiswa Islam cabang Pekanbaru Terhadap 
Pengesahan RUU Cipta Kerja. 
BAB VI :  PENUTUP 





KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
 
A. Kajian Terdahulu 
1. Jurnal Putri Junita Anipa, Volume 2, Nomor 2, tahun 2015 yang berjudul 
“Persepsi Pengemis Tentang Perda No.12 Tahun 2008”. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui persepsi pengemis tentang perda nomor 12 tahun 
2008. Penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, dimana 
data ini selanjutnya di analisa dengan metode kualitatif  yanitu 
penggambaran, penjelasan and penguraian secara mendalam dan sistematis 
dalam bentuk kalimat tentang keadaan sebenarnya. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengemis tentang perda ini masih kurang baik. Hal ini 
terlihat dari anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan tujuan perda yang 
sebenarnya, selin itu pelaksanaan dan tindak lanjut isi dari perda juga belum 




2. Jurnal Ina Indriana, Tenny Badina, Lia Uzliawati, Enok Nurhayati, Volume 
11, Nomor 1 tahun 2016 yang berjudul “Persepsi Para Ulama, Tokoh Ormas 
Islam dan Akademisi Terhadap Bauran Pemasaran Perbankan Syariah dan 
Kesesuaian Praktek Perbankan Syariah dengan Prinsip-Prinsip Syariah”, 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepsi 
para ulama, para tokoh ormas islam dan akademisi terhadap perbankan 
syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survey dan 
wawancara, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
deskriotif eksploratif. Berdasarkan hasil penelitian persepsi para ulama, 
anggota ormas islam dan kalangan akademisi terhadap bauran pemasaran 
(produk, promosi, harga, lokasi dan personel) perbankan syariah berbeda-
beda. Para ulama dan kalangan akademisi menilai bauran pemasaran yang 
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dikembangkan oleh perbankan syariah sudah tepat. Sementara anggota ormas 
islam menilai bauran pemasaran yang dikembangkan oleh perbankan syariah 
masih kurang tepat. Perbedaan persepsi itu disebabkan karena adanya 
perbedaan pengalaman, peranan, minat dan kebutuhan serta tingkat 
keyakinan. Persepsi para ulama dan kalangan akademisi terhadap kesesuaian 
praktek perbankan syariah dengan prinsip-prinsip akademisi terhadap 
kesesuaian praktek perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah adalah 
positif. Sedangkan anggota ormas islam menilai praktek perbankan tingkat 
kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah masih rendah. Perbedaan persepsi 
tersebut dimungkinkan karena kurangnya pengalaman, pengetahuan, minat 
dan kebutuhan terhadap produk-produk dan layanan perbankan syariah. 
13
 
3. Jurnal Tantri Puspita Yazid, Ridwan, Volume 41, No 2 tahun 2017 yang 
berjudul “Proses Persepsi Diri Mahasiswa dalam Berbusana Muslimah”. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses persepsi dalam berbusana 
muslimah oleh mahasiswi FISIP Universitas Riau. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif dengan 
tujuan menjelaskan bagaimana persepsi diri gaya berpakaian secara muslimah 
(studi desktiptif mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Riau). Hasil penelitian menggambarkan proses persepsi diri mahasiswi dalam 
berbusana muslimah di FISIP Universitas Tiau membentuk persepsi diri 
positif terhadap berpakaian secara muslimah. Hal ini dilihat dari proses 
persepsi diri mahasiswi dalam berbusana muslimah yang menurut robins 
terbagi dalam tiga tahapan, yakni pemilihan, pengorganisasian dan 
interpretasi terhadap busana muslimah yang dikenakan oleh mahasiswi. 
Keinginan mahasiswi untuk berbusana muslimah dan pandangan positif 
mereka tentang berbusana muslimah. 
14
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4. Jurnal Pinaryo,Volume 2, Nomor 2 tahun 2014 yang berjudul “Persepsi 
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Program 
Kewirausahaan Mahasiswa”. Tujuan dari program kewirausahaan mahasiswa 
adalah untuk menumbuhkan motivasi mahasiswa dalam berwirausaha di 
kalangan mahasiswa dan membangun sikap mental wirausaha yakni percaya 
diri, sadar akan jati dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cira-cita, pantang 
menyerah, mampu bekerja keras, meningkatkan kecakapan dan keterampilan 
para mahasiswa khususnya sense of business. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif yang mengarah pada analisis deskripsi secara natural, 
dengan mengambil objek penelitian mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. secara umum persepsi mahasiswa program wirausaha menyatakan 
bahwa program kewirausahaan baik sekali, dan menarik khususnya dalam 
meyiapkan dirinya menjadi wirausaha, tentanng hal yang paling menarik 
adalah adanya kegiatan bazar dan kehadiran tokoh bisnis nasional. Kehiatan 




5. Jurnal Oktolina Simatupang, Volume16, Nomor 2 tahun 2015 yang berjudul 
“Persepsi Mahasiswa Batak Tentang Gaya Komunikasi Warga Kecamatan 
Sewon, Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa persepsi informan tentang gaya komunikasi warga 
Kecamatan Sewon meliputi aspek yang melekat pada gaya komunikasi yaitu: 
gaya verbal dalam hal ini Bahasa Jawad an gaya non verbal berupa bahasa 
tubuh, nada suara, dan volume suara.  Mengenai gaya verbal yaitu bahasa 
maka sudah menjadi kebiasaan warga Kecamatan Sewon untuk menggunakan 
bahasa jawa dalam percakapan sehari-hari. Bahkan kepada orang yang bukan 
suku Jawa sekalipun tidak jarang mereka secara spontan berbicara dalam 
bahasa jawa. Kebiasaan ini menyebabkan kebingungan bagi informan karena 
                                                 
15
 Pinaryo,”Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Program 
Kewirausahaan Mahasiswa”, Vol 2, No 4, 2014.  
 11 
mereka tidak mengerti bahasa jawa. Pemakaian bahasa jawa ini dipersepsi 
berbeda-beda oleh para informan. Ada yang menilai positif dan ada juga yang 




6. Skripsi Nur Fitria Romadlonati, Progra Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 
2010 yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Humaniora Terhadap Brand Ambassador pada Iklan Citra 
Versi Rumah Cantik Citra di Televisi”. Rumusan masalah yang dikemukakan 
dalam penelitian ini adalah Bagaimana mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora terhadap brand ambassador iklan Citra 
versi Rumah Cantik Citra di televisi?. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui persepsi mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Humaniora brand ambassador pada iklan citra versi Rumah Cantik Citra 
di televisi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana bertujuan 
untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 
pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan 
besarnya populasi aatau sampling. Jenis penelitian inin adalah deskriptif 
kualitatif yakni membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat 
tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Dari hasil 
pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab III, maka dapat dibuat 
kesimpulan yaitu dalam persepsinya tentang brand ambassador pada iklan 
Citra versi Rumah Cantik Citra di televise mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, memberikan penilaian yang baik 
terhadap brand ambassador pada iklan Citra versi Rumah Cantik Citra di 
televise. Hal ini terlihat dari besarnya perhatian dan penilaian responden yang 
                                                 
16
 Oktolina Simatupang,”Persepsi Mahasiswa Batak Tentang Gaya Komunikasi Warga 
Kecamatan Sewon, Yogyakarta”,  Vol 16, No 2 , 2015.    
 12 




7. Skripsi Heriyanto, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 yang berjudul 
“Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 
DIY”, Penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan publik pada Bagian administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah 
kabupaten Gunungkidul DIY. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendiskripsikan data yang diperoleh dari 
hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan 
Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat di Pemerintah Kabupaten 
Gunungkidul. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup 
deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil 
wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pengguna pelayanan 
pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten 
Gunungkidul menyatakan penyelenggaraan pelayanan masih kurang 
memuaskan pada bebrrapa aspek. Beberapa aspek yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan publik pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu aspek kejelasan (kurang jelasnya 
syarat teknis dan administrative), aspek sarana dan prasarana yang masih 
kurang, aspek kemudahan akses (website yang masih kurang informative dan 
pembaruan), aspek keindahan (penataan ruang yang terkesan sempit). 
Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik pada bagian Administrasi 
Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat 
dilakukan dengan prioritas kejelasan kemudahan akses, peningkatan sarana 
dan prasarana, papan petunjuk yang jelas untuk menuju bagian Administrasi 
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8. Saiful Arif, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015, yang 
berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Tayangan Reality Show Mistik 
(Studi Deskriptif Kualitatif pada Tayangan “Dua Dunia” di Trans7 pada 
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga)”. Tujuan yang ingin 
dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 
persepsi mahasiswa prodi ilmu komunikasi Universita Islam Negeri Sunan 
Kalijaga terhadap tanyanga reality show mistik “Dua Dunia´di televisi. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dan 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 
kualitatif, dilakukan secata terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian 
dengan induktif, dan mencari pola, model, tema, serta teori kemudian 
dilanutkan dengan kegiatan pengumpulan data, lalu dianalisis dan 
disimpulkan hasilnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahapan 
atensi atau perhatian, pada tayangan tersebut sudah bisa menarik perhatian 
untuk menonton tayangan tersebut, hal itu dapat dilihat dari adanya unsur 
yang menarik perhatian di dalam  tayangan tersebut yang menurut informan 
ada kekhasan seperti istilah ”mediumisasi” yang cukup familiar serta alur 
tayangan tersebut yang mengundang rasa penasaran. Pada tahapan 
interpretasi/persepsi, jika didasarkan pada nilai yang dianut meliputi faktor 
kegunaan, kebaikan, serta kepuasan terhadap tayangan, mahasiswa 
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9. Sulastri, Jurusan Ilu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 yang 
berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Terorisme di Televisi 
(Studi Deskriptif Kualitatif pada Mahasiswa Jurusan Perbandingan agama, 
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 
dengan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa 
Jurusan Perbandingan agama, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan 
Pemikiran Islam, UIN Sunan kalijaga terhadap pemberian terorisme di 
televisi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian desktiptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi mahasiswwa jurusan 
Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran 
Islam terhadap pemberitaan terorisme di televise negative. Dilihat dari 
content (isi berita), gambar/film berita yang dinilai berlebihan oleh 
mahasiswa dan justru mengaburkan fakta yang ada. Pemberitaan terorisme 
oleh mahasiswa  di televise berlebih-lebihan dan bersifat subyektif. Media 
televise terkesan menambahkan pernyataan-pernyataan yang tidak perlu 
dalam pemberitaannya, sehingga justru menimbulkan kebingungan di 
kalangan masyarakat. Persepsi mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama, 
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam terhadap 
pemberitaan terorisme di televise negative. Dilihat dari visibility (visibilitas) 
media televise dalam pemberitaan terorisme yang menonjolkan asumsi bahwa 
Islam radikallah pelaku terorisme yang menonjolkan asumsi bahwa islam 
radikallah pelaku terorisme di Indonesia, serta rutinitas media televisi dalam 
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10. Idil Baso, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017 yang berjudul 
“Persepsi Mahasiswa Tentang Berita Penistaan Agama di Media Sosial (Studi 
Deskriptif Kualitatif pada Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama 
Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar), Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Mahasiswa 
Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat, dan Politik UIN 
Alauddin Makassar tentang berita penistaan Agama di Media Sosial? dan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang melandasi Mahasiswa Jurusan 
Perbandingan Agama Fakultas Ushukuddin Filsafat, dan Politik UIN 
Alauddin Makassar dalam memberikan persepsi berita tentang Penistaan 
Agama di Media Sosial?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif 
kualitatif. Pendekatan keilmuan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan ilmu komunikasi khususnya pada komunikasi massa. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa, persepsi mahasiswa Jurusan Perbandingan 
Agama tentang Berita Penistaan Agama di Media Sosial muncul perbedaan 
pendapat yaitu ada yang setuju menganggap bahwa itu adalah sebuah 
penistaan agama karena pelaku dalam berita tersebut menerjemahkan surah 
Al-Maidah ayat 51 dengan pemahamannya da nada yang tidak setuju atau 
bukan sebuah penistaan agama karena berpendapat bahwa seseorang 
dikatakan menistakan agama apabila sebelumnya seseorang ada niat untuk 




B. Kajian Teori 
Kerangka teoritis ini berfungsi sebagai tempta berpijak atau landasan 
teoritis dalam melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Kerangka teoritis 
ini berisikan sebagai dasar pemikiran dala penelitian ini, terlebih dahulu akan 
dikemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang akan dibahas. 
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Keragka teoritis ini merupakan dasar berpikir unttuk mengkaji atau 
menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini. 
1. Persepsi  
a. Pengertian persepsi 
Komunikasi yang efektif tidak hanya merangkai kata saja, namun 
lebih dari itu, yaitu perlu dipertimbangkan bagaimana sebuah pesan akan 
dipersepsikan. Teori persepsi menyatakan bahwa proses 
penginterpretasikan pesan sangat kompleks dan tujuan-tujuan 
komunikator ini barangkali sulit untuk dicapai.
22
 
Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, 
penyusunan, dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal 
mengetahui, melalui inderaa, tanggapan (indera) dam daya memahami. 
23
 
Menurut pendapat Kartino Kartono, Persepsi adalah pengamatan 
secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya 




Menurut Bimo Walgito, Persepsi adalah pengorganisasian, 
penginterpretasian, terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau 
individu sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam diri. 
25
 
Persepsi adalah sekumpulan tindakan mental yang mengatur 
impuls-impuls sensorik menjadi suatu pola bermakna. Kemampuan 
persepsi adalah sesuatu yang sifatnya bawaan dan berkembang pada 
masa yang sangat dini. Meskipun kebanyakan kemampuan persepsi 
bersifat bawaan, pengalaman juga memainkan peranan penting. 
Kemampuan bawaan tidak akan bertahan lama karena sel-sel dalam 
syaraf mengalami kemunduran, berubah, atau gagal membentuk jalr 
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syaraf yang layak. Secara keseluruhan kemampuan persepsi kita 
ditanamkan dan tergantung pada pengalaman. 
26
 
Sedangkan menurut Leavitt, persepsi dalam arti sempit ialah 
penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti 
luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang 
memandang atau mengartikan sesuatu. 
27
 
Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak 
akurat, kita tidak akan mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah 
yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang 
lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin 
mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai 




Manusia tidak lepas dari kegiatan berpersepsi, hampir setiap hari 
manusia berpersepsi seperi persepsi ketika berkomunikasi dengan 
masyarakat, mengurus perizinan, bertemu dengan petugas instansi dan 
sebagainya. Dedi Mulyana (2005) menyebutkan secara garis besar 
persepsi manusia menjadi dua bagian, yaitu 
29
 
1). Persepsi terhadap onjek (lingkungan fisik); sifat-sifat luar, 
sedangkanpersepsi terhadap orang menggapai sifat-sifat luar dan 
dalam (perasaan, motif, harapan dan sebagainya). Orang akan 
mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia 
bersifat interaktif. 
2). Persepsi terhadap manusia; melalui lambang-lambang fisik, sedangkan 
persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan 
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nonverbal. orang lebih aktif daripada kebanyakan obyek dan lebih 
sulit diramalkan. 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi 




1). Faktor-faktor fungsional 
Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa 
lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-
faktor personal. Krech dan crutchfield merumuskan dalil persepsi 
bersifat selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa objek-
objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek 
yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. 
2). Faktor-faktor structural 
Faktor-faktor structural yang menentukan persepsi berasal 
dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, 
nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang 
dalam mempersepsikan sesuatu. 
c. Syarat terjadinya Persepsi 
 Menurut Walgito ada tiga syarat terjadinya persepsi yaitu: 
31
  
1) Adanya  Objek yang dipersepsi 
Adanya objek atau persitiwa sosial yang menimbulkan stimulus, dan 
stimulus mengenai alat indra (reseptor). Dalam hal ini objek yang 
diamati adalah RUU Cipta Kerja yang telah di sah-kan oleh Presiden. 
 
2) Adanya alat indra atau reseptor 
Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi 
dan merupakan alat untuk menerima stimulus, tetapi harus ada pula 
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syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima  
alat indera ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 
3) Adanya Perhatian 
Adanya perhatian dari individu merupakan langkah pertama dalam 
mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. 
Individu harus mempunyai perhatian pada objek yang bersangkutan. 
Bila telah memperhatikannya, selanjutnya individu mempersepsikan apa 
yang diterimanya dengan alat indra. 
d. Proses Persepsi 




a) Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari 
luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit  
b) Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 
mempunyai arti bagi seseorang. 
Dalam fase ini rangsangan yang diterima selanjutnya 
diorganisasikan dalam suatu bentuk. Interpretasi dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yakni pengalaman masa lalu, system nilai yang dianut, 
motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Namun, persepsi juga bergantung 
pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian 
informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang 
kompleks menjadi sederhana. 
c) Reaksi, yaitu tingkah laku setelah berlangsung proses seleksi dan 
interpretasi. 
Jadi, persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi dan pembulatan 
terhadap informasi yang sampai serta melakukan reaksi atas informasi 
tersebut. 
Berdasarkan pengertian yang diuraikan oleh para pakar, dapat 
disimpulkan bahwa persepsi adalah sesuatu proses pwngorganisasian dan 
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penafsiran rangsangan yang menyangkut hubungan manusia dengan 
lingkungannya yang diperoleh dengan penginderaan, sehingga 
memunculkan makna tentang objek tersebut. Pada intinya persepsi dimulai 
dari stimuli dan kemudian di interpretasikan. Input sensorik yang diterima 
oleh manusia  merupakan data awal (mentah) yang kemudian diproses dan 
diolah kemudian di interpretasikan menjadi persepsi. 
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 
Dalam proses persepsi, banyak rangsangan yang sampai melalui 
panca indera. Namun tidak semua rangsangan tersebut mempunyai daya 
tarik yang sama. Masing-masing individu akan mempersepsikan segala 
sesuatu dengan cara yang berbeda berdasarkan latar belakang, pengalaman, 
budaya dan suasana psikologis 
33
 
Menurut  Rhenald Kasali (2006) dalam buku Manajemen Public 
Relations, persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut 
34
 
1) Latar belakang budaya 
Persepsi itu terikat oleh budaya. Bagaimana kita memaknai suatu 
pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita 
anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar 
pula perbedaan persepsi mereka terhadap suatu realitas. Oleh karena itu 
tidak ada uda orang yang mempunyai nilai-nilai budaya yang sama 
persis, maka tidak pernah ada dua orangyang mempunyai persepsinya 
yang persis sama pula. Dalam konteks ini, sebenarnya budaya dianggap 
sebagai pola persepsi dan perilaku yang dianut oleh sekelompok orang. 
Larry A Samovar dan Richard E Porter mengemukakan enam unsur 
budaya yang secara langsung mempengaruhi persepsi ketika 
berkomunikasi dengan orang dari budaya lain, yakni belifs 
(kepercayaan) dan attitudes (sikap), worldview (pandangan duniawi), 
social organization (organisasi sosial), human nature (tabiat manusia), 
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activity orientation (orientasi kegiatan), perception of self and others 
(persepsi tentang diri dan orang lain) 
35
 
2) Pengalaman masa lalu  
Audience atau khalayak, umumnya pernah memiliki suatu 
pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. Makin intensif 
hubungan antara objek tersebut dengan audience, maka semakin banyak 
pengalaman yang dimiliki oleh audience.  Selama audience  menjalin 
hubungan dengan objek, ia akan melakukan penilaian. Pada produk-
produk tertentu, biasanya pengalaman darn relasi itu tidak hanya 
dialami oleh satu orang saja, melainkan sekelompok orang sekaligus. 
Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, 
seperti berita dan kejadian yang melanda objek.
36
 
3) Nilai-nilai yang dianut 
Nilai adalah momponen evaluative dari kepercayaan yang 
dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai 
bersifat normatif, memberitahu suatu anggota budaya mengenai apa 
yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan 
dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar 
yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, oleh karena itu nilai 





4) Berita-berita yang berkembang 
Berita-berita yang berkembang adalah berita-berita seputar produk baik 
melalui media massa maupun informasi dari orang lain yang dapat 
berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Berita yang berkembang 
merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik perhatian 
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khalayak. Melalui berita yang berkembang di masyarakat dapat 
mempengaruhi terbentuknya persepsi pada benak khalayak. 
Tidak jauh dengan pendapat Rhenald Kasali, Ristiyanti Prasetijo 
dan John J.O.I lhalauw dalam buku mereka Perilaku Konsumen (2005) 
38
. 
Menyimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 
persepsi orang. Faktor internal meliputi pengalaman, kebututuhan saat itu, 
nilai-nilai yang dianutnya, ekspektasi atau pengharapannya. Sedangkan 
faktor eksternal tampakan produk, sifat-sifat stimulus, situasi lingkungan. 
f. Sifat Persepsi 
Beberapa hal yang patut kita pelajari menyangkut persoalan dalam 
persepsi ini, Mulyana (2000) mengungkapkan hal-hal berikut 
39
 
a) Persepsi berdasarkan pengalaman 
Pola-pola perilaku manusia berdasarkan persepsi mereka 
mengenai realitas (sosial) yang telah dipelajari (pengalaman). 
Ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu objek jelas 
akan membuat seseorang menafsirkan objek tersebut berdasarkan 
dugaan semata, atau pengalaman yang mirip. 
b) Alat indera bersifat lemah dan selektif (selective attention). Apa yang 
menjadi perhatian kita lolos dari perhatian orang lain, atau sebaliknya. 
Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang 
menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut. 
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c) Persepsi bersifat dugaan 
Oleh karena data yang kita peroleh mengenai objek lewat penginderaan 
tidak pernah lengkap, persepsi merupakan loncatan langsung pada 
kesimpulan. Seperti proses seleksi, langkah ini dianggap perlu karena 
kita tidak mungkin memperoleh seperangkat rincian yang lengkap 
kelima  
indera kita. 
d) Persepsi bersifat evaluative 
Tidak ada persepi yang bersifat objektif, karena masing-masing 
melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan 
kepentingannya. Persepsi adalah suatu proses kognitif psikologis yang 
mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan persepsi 
bersifat pribadi dan subjektif yang digunakan untuk memaknai persepsi. 
e) Persepsi bersifat kontekstual 
Konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Konteks yang 
melingkupi kita ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu 
kejadian sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan dan oleh 
karenanya juga persepsi kita. 
g. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Persepsi 
Wilson (2006) mengemukakan ada unsur dari luar dan dari dalam 
yang mempengaruhi persepsi diantaranya sebagai berikut: 
1) Unsur eksternal atau dari luar : 
a) Concreteness yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit 
dipersepsikan dibandingkan dengan yang objektif. 
b) Novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk di 
persepsikan disbanding dengan hal-hal yang baru. 
c) Velocity atau percepatan misalnya gerak yang cepat untuk 
menstimulasi munculnya efektif di bandingkan dengan gerakan yang 
lambat. 
d) Conditioned stimuli, stimuli yang di kondisikan seperti bel pintu, 
deringan telepon dan lain-lain. 
 24 
2) Unsur internal atau dari dalam : 
a) Motivation, misalnya merasa lelah menstimulasi untuk berespon 
untuk istirahat. 
b) Interest, hal-jal yang menarik lebih di perhatikan dari pada yang 
tidak menarik. 
c) Need, kebutuhan akan hal tertentu akan menjadi pusat perhatian. 
d) Asumptions, juga mempengaruhi persepsi sesuai dengan 
pengalaman melihat, merasakan dan lain-lain.
40
 
2. RUU Cipta Kerja 
a. UU Cipta Kerja 
Di awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan Konsep 
Omnibus law. RUU ini sedang dipersiapkan oleh Pemerrintah untuk 
dijadikam sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian 
Indonesia agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di 
Indonesia. Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini 
karena tingginya angka pengangguran di Indoesia yang mencapai 7 juta 
jiwa sehingga diharapkan RUU ini mampu membuka lapangan kerja 
baru. 
Di dalam proses perancangan RUU ini banyak sekali opini-opini 
masyarakat yang tidak RUU Cipta Kerja banyak sekali opini-opini 
masyarakat yang tidak setuju dengan adanya RUU ini. Adanya opini-
opini publik ini tidak lain disebabkan karena pengerjaannya di deadline 
hanya selama 100 hari oleh Presiden Joko Widodo dan juga tidak 
melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Akan tetapi ada satu hal 
yang sangat penting menjadi permasalahan utama dalam penyusunan 
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RUU ini. Permasalahan tersebut adalah adanya pemotongan pesangon 
kepada para buruh yang di putus hubungan kerjanya oleh perusahaan. 
41
 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020), telah 
mengetok palu tanda disahkannya Omnibus law RUU Cipta Kerja 
menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat 
Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta. 
Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan 
masa siding pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 
Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut 
mendapat penolakan dari berbagai  elemen masyarakat. Hal itu 
disebabkan Omnibus law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa 
dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.
42
 
Secara garis besar proses pembentukan perundang-undangan 
dengan konsep Omnibus law ini tidak diatur secara jelas didalam 
Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-
undagan. Ini dikarenakan Ombibus Law adalah sebuah konsep berpikir 
yang memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa 
regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. 
Meskipun konsep seperti ini masih baru, seharusnya dalam regulasi 
pembentukan undang-undang sudah diatur agar pesan baik yang terdapat 
pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak 
menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. 
Dengan proses pebentukan yang cukup singkat RUU ini mampu 
lahir dengan mengganti puluhan undang-undang menjadi satu regulasi 
yang sejalan. Namun pencapaian ini tidak diimbangi dengan substansi 
regulasi yang kita diciptakan seharusnya mampu menjadi sebuah solusi 
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baru supaya menghidari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. 
RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan yang berpotensi 
membuat masalah baru di kalangan masyarakat. Masalah ini ada pada 
perubahan ketentuan pemberian pesangon pada tanggal 89 angka 45 yang 
merubah ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 
tentang ketenagakerjaan. Sampai hari ini masih banyak kasus perusahaan 
yang melanggar ketentuan pemberiak pesangon kepada pada buruh. 
Secara yuridis perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak 
para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya dan memberikan 
dominasi kaum pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh. 
Pada intinya RUU Cipa Kerja ini merupakan regulasi yang 
digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk membangun 
pperekonomian Indonesia menjadi lebih lagi. Namun seharusnya secara 
substansi Pemerintah dan DPR jangan sampai melupakan kepentingan 
dari padar buruh yang notabene adalah rakyat kita sendiri. Namun di sisi 
lain juga harus ada cara lain agar mampu menarik minat investor untuk 
menanamkan modal nya di Indonesia tanpa harus mengorbankan 
kepentingan kepentingan masyarakat. 
43
 
b.  Omnibus law  
Omnibus law diambil dari kara Omnibus dan Law. Omnibus itu 
sendiri bersal dari kata “Omnis” dalam bahasa latin yang bermakna 
“semua” atau “banyak”. Sedangkan makna law  adalah “hukum”, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Omnibus law adalah hukum yang 
mengatur semua hal dalam satu bidang. dalam konteks ini para ahli 
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Omnibus law pernah dipraktikkan di beberapa negara seperti 
Irlandia, kanada, dam Amerika Serikat. di Irlandia Omnibus law mampu 
menghapus sekitar 3.225 UU. Capaian irlandia dianggap sebagai rekor 
dunia praktek Omnibus law. Bagi Indonesia konsep Omnibus law 
diperlukan kesiapan yang matang. Beberapa kendala yang dapat ditemui 
dalam pembentukan Omnibus law pemberdayaan UMKM yaitu yang 
pertama,terkait kompleksitas substansi pemberdayaan UMKM dan 
penyebaran regulasinya yang perlu diinventarisasi secara menyeluruh 
untuk kemudian dilakukan harmonisasi berbagai peraturan dengan 
melibatkan banyak instansi. Kerja sama dan koordinasi antarlembaga 
penting untuk mengintegrasikan materi yang pada awalnya tersebar dan 
tumpang tindih menjadi terintegrasi dalam satu RUU. Kedua, Proses 
pembentukan Omnibus law di DPR memerlukan kesiapan model 
pembahasan khusus yang sedikit berbeda dengan pembahasan UU pada 
umumnya. Ketiga, secara teknis padatnya agenda kegiatan Anggota DPR 
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, baik fungsi legislasi, 




Konsep Omnibus law ini merupkan konsep yang baru digunakan 
dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya 
disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti 
beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan, Selain itu konsep 
ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap 
tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan 
negara. Indonesia memang menjadi negara yang memiliki regulasi yang 
banyak. Bahkan angkanya pada 2017 sudah mencapai 42.00 aturan. 
Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah telah memetakan 74 
Undang-Undang yang berpotensu menghambat ekonomi dan investasi. 
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Dari 74 Undang-Undang tersebut, pemerintah akan menggodok 2 
Undang-Undang besar, takni RUUpenciptaan lapangan kerja dan 
pemberdayaan usaha makro, kecil, dan menengah (UMKM) guna utuk 
meningkatkan  daya saring dan mendorong Investasi di Indonesia. Yang 
menjadi masalah adalah apakah jumlah regulasi yang menjadi masalah 
atau ada hal lain, seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi 
masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah maka 
penyederhanaan regulasi melalui konsep Omnibus law adalah pilihan 
yang tepat. Sebab Omnibus law adalah Undang-Undang yang 
menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya 
merevisi dan mencabut banyak Undang-Undang sekaligus. Omnibus law 
memang baik untuk mengatasi masalah   regulasi yang terlalu banyak. 
Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral 
sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan Omnibus 
law pun tidak akan efektif mengatasi masalah regulasi tidak cukup hanya 
sampai Omnibus law.  
46
 
Secara Teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan UU 
dari konsep Omnibus law belum diatur. UU hasil konsep Omnnibus Law 
bisa mengarah sebagai UU yang dapat mengatur secara menyeluruh dan 
kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain (UU Payung). 
Tetapi, Indonesia tidak menganut UU Payung karena posisi seluruh UU 
kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diubah 
menjadi UU No.15 Tahun 2019. 
47
 
Konsep Omnibus law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi 
banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. 
Diberitakan Kompas.com, 21 Januari 2020, pada januari 2020, ada dua 
                                                 
46
 Osgar Sahim Matompo,”KONSEP OMNIBUS LAW DAN PERMASALAHAN RUU 
CIPTA KERJA”, Vol 5, No 1, 2020, hal 23.  
47
 Pudjo Utomo,”OMNIBUS LAW: DALAM PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF”,Vol 2, 
No 1, 2019, hal 37.  
 29 
omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan 
Perpajakan. 
Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan 
dalam Omnibus law RUU Cipta Kerja, yaitu:
48
 
1) Penyederhanaan perizinan tanah 
2) Persyaratan investasi 
3) Ketenagakerjaan  
4) Kemudahan dan pelindungan UMKM 
5) Kemudahan berusaha 
6) Dukungan riset dan inovasi 
7) Adinistrasi pemerintahan 
8) Pengenaan sanksi 
9) Pengendalian lahan 
10) Kemudahan proyek pemerintah 
11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Sementara itu, seperti diberitakan di Kompas.com, Selasa 
(6/10/2020) UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab 
dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari 
ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.  
Omnibus law yang diharapkan menjadi sebuah terobosan, di sisi 
lain Omnibus law lazim digunakan dalam sistem hukum Common law, 
sedangkan Indonesia menganut sistem hukum Civil Law, oleh beberapa 
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c. Dampak Negative RUU Cipta Kerja 
Kompas.com mencatat beberapa pasal-pasal bermasalah dan 
kontoversial dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Di 
antaranya adalah sebagai berikut:
50
 
a) Kontrak tanpa batas (Pasal 59) 
UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 59 ayat (4) UU 
Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat 
atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan 
perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. 
Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling 
lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka 
waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan 
kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status 
pekerja kontrak tanpa batas. 
b) Hari libur dipangkas (Pasal 79) 
Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang 
sebelumnya diatur UU Ketenagakerjaan, dipangkas. Pasal 79 ayat (2) 
huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu 
hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, pasal 79 juga 
menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan 
bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan 
berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun. Pasal 79 ayat (3) hanya 
mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah 
pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 ayat 
menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian Pasal 79 
ayat (5) menyebut, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat 
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panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama. 
c) Aturan soal pengupahan diganti (Pasal 88) 
UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Pasal 88 
Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan hanya 
menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU 
Ketenagakerjaan. Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan 
skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak 
melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran 
upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai 
dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Beberapa 
kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja 
tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat 
kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan 
pajak penghasilan. Pasal 88 ayat (4) kemudian menyatakan, “Ketentuan 
lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah”. 
d) Sanksi tidak bayar upah dihapus (Pasal 91) 
Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah 
sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja. Pasal 91 ayat (1) UU 
Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan 
antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 91 ayat (2) 
menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar 
upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan 
besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU 
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Ketenagakerjaan. Namun dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di 
UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya. 
e) Hak memohon PHK dihapus (Pasal 169) 
UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja/buruh mengajukan permohonan 
pemutusan hubungan kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan. 
Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat 
mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial jika perusahaan, di antarana menganiaya, menghina secara kasar, 
atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan 
tidak membayar upah tepat waktu selama tida bulan berturut-turut atau 
lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan 
mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu 
kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156. 
Namun, Pasal 169 ayat (3) meyebut, jika perusahaan tidak terbukti 
melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tidak akan didapatkan 
pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja. 
 
3. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru 
Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI adalah organisasi 
mahasiswa yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 februari 1947 
dengan tujuan yaitu “Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang 
bernafaskan islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil 
makmur yang diridhoi allah SWT.  
HMI cabang Pekanbaru adalah salah satu cabang HMI yang berdiri  di 
kota Pekanbaru, berdiri pada tanggal 20 oktober 1963 dengan Ketua Umum 
pertamanya Drs. Daruby Lahasy (almarhum). Dokumen hasil-hasil 
Kongress HMI XXIX dikeluarkan oleh Pengurus Besar HMI pada tahun 
2016 menyebutkan bahwa HMI cabang Pekanbaru tercatat setidaknya dua 
kali dipercayakan menjadi tuan rumah kongres ke XIX pada tahun 1992 dan 
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Kongres XXIX pada tahun 2015. HMI Cabang Pekanbaru telah dua kali 
berhasil memenangkan posisi sebagai tuan rumah Kongres. 
HMI cabang Pekanbaru juga telah  banyak melahirkan tokoh-tokoh 
dari berbagai lini profesi, baik Politikus, Akademisi, Peneliti, Pengusaha 
dan banyak lagi bidang profesi yang di tangani oleh alumni HMI. Hal ini 
mengindikasikan bahwa hasil perkaderan di HMI tidah hanya bermanfaat 
untuk organisasi saja, melainkan juga kedalam keseharian setiap kader HMI 
bahkan setelah mereka dinyatakan menjadi alumni sekalipun, kaderisasi di 
HMI memberikan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan kader dan 
alumni HMI.Prestasi-prestasi yang digapai oleh kader-kader HMI Cabang 
Pekanbaru tentu sedikit banyaknya telah dipengaruhi oleh sistem kaderisasi 
yang pernah dijalaninya selama enjadi kader HMI, selain hal tersebut 
keberhasilan HMI cabang Pekanbaru melanjutkan estafet organisasi 
semenjak tahun 1963 hingga saat ini juga dapat menjadi indikator 
keberhasilan kaderisasi  dalam tubuh HMI. Faktor yang turut mempengaruhi 
keberhasilan perkaderan HMI dapat diteliti dari sudut pandang Ilmu 
Komunikasi, khususnya Komunikasi Instruksional. Perkaderan di HMI 
dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan. Disamping itu kader 
HMI adalah merupakan anggota suatu organisasi (HMI), dengan demikian 
jelaslah bahwa kader HMI merupakan sasaran daripada komunikasi 
Instruksional , dimana komunikasi instruksional dilaksanakan dalam proses 
perkaderan di HMI. 
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4. Teori S-O-R 
Dimulai pada tahun 1930-an, lahir suatu model klasik komunikasi 
yang banyak mendapat pengaruh teori psikoloi, teori S-O-R singkatan dari 
Stimulus-Organism-Response. Objek material dari psikologi dan ilmu 
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 34 
komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-
komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi afeksi dan konasi. 
52
 
Teori S-O-R atau Stimulus- Organism- Respon, menjadi landasan 
dari proses komunikasi dalam penelitian ini. Teori ini berasal dari psikologi, 
yang kemudian diterapkan dalam ilmu komunikasi karena objek dari 
psikologi dan komunikasi itu sama yaitu manusia, yang meliputi komponen: 
sikap, opini, perilaku , kognisi, afeksi, dan konosi. Effendi dalam Felicia 
Noviani. 
Tingkah sosial dapat dimengerti melalui suatu analisa dari stimuli 
yang diberikan dan dapat mempengaruhi reaksi yang spesifik dan di dukung 
oleh hukuman maupun penghargaan sesuai dengan reaksi yang terjadi. Teori 
S-O-R menitik beratkan pada penyebab sikap yang dapat mengubahnya dan 
tergantung pada kualitas rangsang yang berkomunikasi dengan organisme. 
Perubahan sikap bergantung pada proses yang terjadi pada individu, pesan 
dapat diterima atau ditolak, sesuai perhatian komunikan. Proses dari 
perubahan adalah serupa dengan proses belajar, dimana ada tiga variable 
penting yang menunjang proses belajar tersebut, yaitu: 
53
 
1. Perhatian (koognitif), yaitu yang berkaitan dengan apa yang dipelajari 
dan tentang apa yang diketahui suatu objek. 
2. Pengertian (afektif), yaitu sering disebut sebagai faktor emosional yang 
berkaitan dengan perasaan (bagaimana perasaan tentang objek). 
3. Penerimaan (konatif), yaitu perilaku (behavioural) yang terlihat melalui 
prediposisi suatu tindakan. 
54
  
Menurut Teori S-O-R efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 
terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 
memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Dalam 
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proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek “how” 
bukan “what” dan “why”. Jelasnya how to communicate dalam hal ini how 







Gambar 1 Teori S-O-R Sumber Effendy 
Gambar diatas menunjukan bahwa perubahan sikap bergantung pada 
proses yang terjadi pada individu. Stimulus atau pesan yang disampaikan 
oleh komunikator kepada komunikan mungkin diterima atau mungkin 
ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. 
Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah 
yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan 
menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap.
55
 Adapun 
keterkaitan S-O-R dalam penelitian ini adalah:  
a. Stimulus yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan dalam 
pemberitaan RUU Cipta Kerja. 
b. Organism yang dimaksud adalah Himpunan Mahasiswa cabang 
Pekanbaru yang memperoleh perhatian, pengertian dan penerimaan 
terhadap stimulus. 
c. Respon yang dimaksud adalah sikap Himpunan Mahasiswa Islam 
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 Penerimaan  
Response 
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C. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam 
mencari jawaban dalam permasalahan uang dirumuskan dan perlu penjabaran 
secara konkret dala konsep teoritis agar mudah dipahami. Untuk itu dalam 
melihat bagaimana persepsi HMI Cabang Pekanbaru terhadap Pengesahan 
RUU Cipta Kerja maka penulis menggunkan teori SOR yang sudah penulis 
jabarkan pada kajian teori di atas, yang mana dalam indikator dari teori 
tersebut terdapat 3 unsur yaitu: 
56
 
1. Stimulus  
2. Organism (perhatian, pengertian, penerimaan) 
3. Respons 
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A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualtitatif di mana bertujuan untuk 
menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 
sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau 
sampling. Jika data yang tekumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan 
fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. 
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Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni membuat 
deskripsi secara sisteatis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat 




B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Pekanbaru, yang mana objek penelitiannya 
adalah organisasi HMI Cabang Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian ini 
adalah 20 November 2020 sampai 31 Desember 2020. 
 
C. Sumber Data  
Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data yaitu: 
1.   Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama  
di lokasi penelitian atau objek penelitian 
2.   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 
sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.  
 
D. Informen Penelitian 
Menurut Moelong (2000)
59
, informan adalah orang yang dimanfaatkan 
untuk memberikan informan tentang situasi dan kondisi latar penelitian 
secara faktual. Informan dalam penelitian adalah anggota HMI Cabang 
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pekanbaru dan pada teknik pengambilan sampel peneliti menggunaka teknik 
pusposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penetuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2005)
60
. Pada penelitian ini peneliti 
mengambil sampel pada informan-informan yaitu orang-orang yang terlibat 
lansung dalam mengkaji RUU Cipta Kerja. Oleh sebab itu informan yang 
peneliti butuhkan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu Ketua Umum 
HMI Cabang Pekanbaru dan Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja HMI 
Cabang Pekanbaru yang akan mewakili setiap anggota dalam organisasi HMI 
Cabang Pekanbaru.  
 
E. Teknik pengumpulan data 
Untuk mendapatkan data yang lengkap, penulis membutuhkan 
berbagai teknik pengupulan data yaitu: 
1. Observasi  
Observasi atau pengamatan adalah kegiata keseharian manusia dengan 
menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca 
indera lainnya seperti telinga, panciuman, mulut, dan kulit. 
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2. Wawancara  
Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 
antara pewawancara dan respoden (orang yang diwawancarai), dengan 
atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data 
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F. Validitas Data 
Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti 
sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan 
yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data 




Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran atau 
kebenaran hasil penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah 
satunya triangulasi, triangulasi bertujuan untuk mengecek kebenaran data 
tertentu dengan membandingkan data yang diperolah dari sumber lain, antara 
hasil dua peneliti atau lebih serta dengan membandingkan dengan 
menggunakan teknik yang berbeda misalnya observasi, wawancara, 
dokumentasi. 
Menurut Moeloeng, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu 
dengan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori dalam penelitian 
secara kualitatif. Artinya teknik triangulasi adalah sebagai upaya untuk 
menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 
berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan check 
dan re-check temunya dengan cara membandingkan. 
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Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 
memanfaatkan penggunaan:  
1. Sumber 
Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan 
membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan 
dokumentasi. 
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2. Metode 
Metode yaitu mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil 
penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat 
kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 
3. Penyidik 
Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau 
pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 
kepercayaan data. Pengamatan kepercayaan lainnya membantu 
mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. 
4. Teori 
Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa 
fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya denga satu atau lebih 
teori. Dipihak lain, Patton berpendapat lain yaitu bahwa hal itu dapat 
dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding. 
Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data akan menggunakan 
triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh 





G. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyusunan transkrip wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain yang diakumulasikan untuk mengerti tentang 
subyek kemudian mempublikasikan hasil penelitian. Menurut Miles and 
Huberman data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, 
wawancara, dan dokumentasi) kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yaitu 
meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
65
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1. Pengumpulan data 
Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 
dokumenttasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang 
dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami, dan juga temuan tentang 
apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana 
pengumpulan data. 
2. Reduksi Data 
Menyeleksi, memfokuskan menyederhanakan dan medngabstraksi 
catatan lapangan. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-
catatan lapangan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan 
dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu 
kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih 
tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data 
diperlukan kembali. 
3. Penyajian Data  
Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan 
dalam bentuk teks, kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi yang 
memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan penyajian data 
berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, dari hasil 
reduksi data dan penyajian data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik 
kesimpulan data memverifikasikan sehingga menjadi kermaknaan data. 
4. Penarikan Kesimpulan 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten pada saat ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikeukakan merupakan kesimpulan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan 
baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 
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gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga 
setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal 































A. Sejarah HMI Cabang Pekanbaru 
Awal berdirinya HMI Cabang Pekanbaru pada tanggal 20 Oktober 
1963 M/1382 H, masa itu HMI Cabang Pekanbaru dipimpin oleh ketua umum 
yang pertama Drs. Darunbi Lahasy, berdasarkan surat keputusan pengurus 
besar HMI pada tanggal 18 Januari 1964 M/16 Sya‟ban 1383 H. Berdirinya 
HMI di Pekanbaru tidak jauh berbeda latar belakangnya dengan HMI secara 
umum yakni terkait permasalahan keumatan dan kebangsaan. HMI cabang 
Pekanbaru mengalami hal sangat kritis terkait peristiwa G.30 SPKI pada awal 
berdirinya. Sehingga aktifis awal HMI cabang Pekanbaru lebih mengarah 
kepada aktifis untuk menghadapi serangan extern. Namun berkat kegigihan 
kadernya HMI cabang Pekanbaru masih tetap ada sampai sekarang. Setelah 
dirasakan exxistensinya, maka HMI cabang Pekanbaru mulai melakukan 
aktifitas pengkaderan. Pada awalnya HMI cabang Pekanbaru memiliki 8 
Komisariat, hingga kini HMI cabang Pekanbaru sudah memiliki 19 




B. Omnibus Law 
Omnibu law adalah bentuk UU yang mengatur berbagai subyek yang 
kompleks, lalu disatukan dalam sebuah wadah hukum. Omnibus Law 
umumnya mengambil alih peraturan-peraturan yang ada sebelumnya karena 
dianggap harus diperbaiki dan disempurnakan. Semangat RUU Cipta Kerja 
adalah relaksasi di berbagai bidang secara komperhensif dan cepat. 
Keyakinan umum tentang cara paling cepat meningkatkan produktivitas dan 
daya  saing ialah relaksasi atau liberalisasi. Relaksasi diyakini akan menarik 
lebih banyak investasi sehingga tercipta lebih banyak kesempatan kerja. 
Diketoknya naskah RUU ini menambah kecurigaan dan interpertasi lain dari 
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publik. Naskah UU Cipta Kerja asli tidak bisa langsung diakses sebagian 
besar anggota DPR dan publik. Setidaknya terjadi lima kali perubahan 
Naskah RUU Cipta Kerja dari naskah semula yang diunggah  di situs resmi 
DPR, naskah itu kemudian masih berubah saat pengesahan lewat rapat 
paripurna DPR, kemudian berubah lagi hingga total lima kali. Hal ini 
membuat publik melihat adanya krisis kepercayaan kepada Pemerintah dan 
DPR, karena public mencurigai adanya kepentingan tertentu dengan tergesa-
gesanya dan tidak sesuai prosedurnya pengesahan UU ini.
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Sampai saat ini, UU Cipta Kerja terus mendapatkan penolakan 
dimana-mana. Seminggu setelah pengesahan, masih terus bergantian aksi 
protes menolak UU dari para pekerja, mahasiswa, alumni PA  212. 
Sebelumnya penolakan juga sudah disampaikan berbagai elemen ormas 
keagamaan seperti PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-gereja 
Indonesia (PGI), Komisi Hak Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI), 
Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Budha Indonesia 
(Permabudhi) dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). 





C. Program Kerja HMI cabang Pekanbaru 
Ada banyak program kerja yang dilaksanakan oleh HMI cabang 
Pekanbaru, berikut penulis ranngkumkan program kerja yang berkaitan 
dengan RUU Cipta Kerja Omnibus Law, diantaranya adalah : 
1. Aksi Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja 
Himpunan Mahasiswa Islam cabang Pekanbaru menolak dengan 
tegas UU cipta Kerja yang baru disahkan Senin 5 Oktober. Hal ini 
disampaikan oleh Ketua Uum HMI cabang Pekanbaru kepada Riauonline, 
Rabu, 7 Oktober 2020. “Kita HMI pekanbaru menolak dengan tegas 
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Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja” tegasnya. Ia menjelaskan 
bahwa UU sama sekali tidak mengakomodir kepentingan masyarakat 
terutama pekerja dan buruh. “Titik berat penolakan kita hari ini adalah 
sesuai tuntutan buruh hari ini terkain tenaga harian lepas, upah, 
outsourching” 
Terlebih lagi, pengesahan yang dilakukan malam hari dinilai 
sangat tidak professional “kita belajar dari sejarah, oarng yang bekerja 
tengah malam itu kalau tidak karena terdesak tidak akan mau 
melakukannya. Undang-Undang ini tidak memandang aspek filosofis dan 
sosiologisnya. Padahal sejak pembahasan RUU ini di awal kan sudah ada 
penolakan secara sosiologis oleh masyarakat termasuk buruh dan 
pemerintah. Jadi muncul gejolak social di masyarakat. Pengesahan yang 
dipaksa mala mini itu solusi yang mereka pikirkan untuk meredam tapi 
dampaknya justru meluas.” Ujarnya.  
Ia menambahkan HMI akan melakukan aksi pada Kamis, 8 
Oktober 2020. “Kita besok HMI pekanbaru Bersama organisasi Cipayung, 
Paguyuban Mahasiswa, BEM dan buruh akan membersamai perjuangan di 
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau”, ujarnya. 
69
 
Berbagai organisasi mahasiswa di Provinsi Riau kembali turun ke 
jalan di Pekanbaru melancarkan aksi demo penolakan Undang-Undang 
Omnibus Law Cipta Kerja ke DPRD Riau Jalan Sudirman Pekanbari, 
Jumat sore (9/10/2020) sekira pukul 16.20 WIB. Dalam aksi demo ke 
DPRD Riau Jumat sore (9/10/2020) hadir berbagai organisasi mahasiswa 
seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ( IMM), Himpunan Mahasiswa 
Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), 
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2. Membentuk Panitia Kerja Omnibus Law 
Panja adalah Panitia Kerja yang dikhususkan untung megkaji 
segala permasalah yang terdapat didalam naskah RUU Cipta Kerja yang 
disahkan oleh Pemerintah, pembentukan Panitia Kerja Omnibus Law 
dilakukan HMI cabang Pekanbaru setelah tidak adanya respon baik dari 
pemerintah terhadap demonstrasi yang sudah dilakukan HMI cabang 
Pekanbaru pada tanggal 08 Oktober, HMI cabang Pekanbaru tidak mau 
lepas dari aspek kajian yaitu akan membahas butiran poin per poin yang 
terdapadat di dalam naskah RUU Cipta Kerja, Panja akan dikoordinator 
oleh Indra yang nantinya ada delapan sektor bahasan khusus untuk 
permasalahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Panja akan mengkaji dan 
mengkombinasikan UU yang sebelumnya dengan UU yang baru disahkan 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil dan pembahasan yang telah penulis paparkan disimpulkan 
bahwa persepsi HMI Cabang Pekanbaru adalah menolak RUU Cipta Kerja. 
Penolakan itu adalah hasil dari respons dari stimulus yang dilakukann oleh 
pemerintah berdasarkan proses pembelajaran dan telah mememenuhi 
persyaratan terbentuknya persepsi. 
Persepsi HMI Cabang Pekanbaru itu muncul karena salah satu 
pengaruhnya adalah ketidakmampuan pembentuk Undang-Undang dalam 
memberikan keterangan sebagai opini publik yang harus dialamatkan kepada 
Mayarakat. Maka dari itu HMI Cabang Pekanbaru mengolah persepsi nya 
dengan cara menggelar Aksi Demonstrasi di depan Kantor DPR Pekanbaru 
yang secara jelas adalah keputusan dari Rapat Harian HMI Cabang Pekanbaru 
dan tidak ada Interpensi dari Pihak luar manapun terhadap HMI Cabang 
Pekanbaru dalam hal yang sifatnya kebijakan. 
 Setelah tidak adanya respon baik dari pemerintah tentang aksi demo 
yang telah dilakukan HMI Cabang Pekanbaru, HMI Cabang Pekanbaru 
melakukan Rapat Harian kembali terkait apa yang menjadi langkah 
selanjutnya HMI Cabang Pekanbaru. Setelah dilakukan rapat harian persepsi 
HMI Cabang Pekanbaru juga sama yaitu menolak RUU Cipta Kerja. 
Kemudian ditetapkanlah sikap HMI dengan membentuk Panja (Panitia 
Kerja). Pembentukan Panja ini bertujuan khusus untuk membahas RUU Cipta 
Kerja Omnibus law.  
Panja bertugas untuk melakukan pengkajian materi Undang-Undang 
RUU Cipta Kerja, Undang-Undang lama akan dikombinasikan dengan yang 
baru kemudian dicari mana yang sekiranya akan menjadi polemik, dan 
nantinya HMI Cabang Pekanbaru juga akan meminta keterangan Ahli.  
HMI juga akan meriliskan aspek pandangan HMI Cabang Pekanbaru 




Undang tersebut dan dimasukkan ke dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah).  
Nantinyaa HMI Cabang Pekanbaru akan melakukan Yuridisial Review 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang ini dan HMI 
Cabang Pekanbaru juga akan menerbitkan nya di dalam bentuk buku.  
 
B. Saran 
Dari pembahasan diatas, pebulis memberikan saran untuk HMI 
Cabang Pekanbaru dan penelitian selanjutnyabsebagai berikut: 
1. Kepada HMI Cabang Pekanbaru penulis harapkan untuk tetap 
konsisten dalam mengkaji UU Cipta Kerja yang telah disahkan dan 
segera meriliskan Aspek Pandangan HMI Cabang Pekanbaru terhadap 
UU Cipta Kerja. 
2. Kepada Peneliti selanjutnya yang ingin menelitii HMI Cabang 
Pekanbaru , Penulis sarankan untuk meneliti bagaimana Pandangan 
Masyarakat mengenai Aspek Pandangan yang diterbitkan HMI cabang 
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